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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

    Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan 

sebagaimana yang diuraikan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan pengaturan mengenai perlindungan pekerja dalam hal 

pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang pesangon tidak  

dilaksanakan oleh para pengusaha, dalam kedua contoh kasus ini. 

Tekait ada atau tidak ada kesalahan dari pekerja/buruh tetap saja 

pengusaha wajib memberikan uang pesangon. Dalam Undang-

Undangan Ketenagakerjaan mengatur secara jelas dan rinci 

mengenai jumlah uang pesangon, hanya masih saja ada 

pengusaha yang masih melakukan ketidaksesuaian dan 

bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. 

2. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan 

pekerja tersebut dapat menimbulkan terjadinya perselisihan 

hubungan industrial. Atas perselisihan pemutusan hubungan kerja 

yang terjadi, kedua contoh kasus ini tidak dilakukannya pemutusan 

hubungan kerja tanpa ada musyawarah dari serikat pekerja.  

Contoh kasus pertama pekerja sudah menempuh upaya hukum 

berupa upaya hukum non litigasi dan litigasi. Upaya hukum non 

litigasi yang ditempuh oleh pekerja dalam hal terjadinya pemutusan 

hubungan kerja yakni upaya penyelesaian melalui bipartit, mediasi, 
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dan konsiliasi. Setelah upaya hukum non litigasi telah ditempuh dan 

upaya tersebut gagal dalam menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi, pekerja tersebut menempuh upaya litigasi dengan 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri setempat. Perselisihan pemutusan hubungan 

kerja yang telah diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial, terhadap putusan yang dikeluarkan masih dapat 

dilakukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

 

B. Saran 

     Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran-saran yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya diperlukannya peran pemerintah dalam segi 

pengawasan yang ketat terhadap para pihak di dunia 

ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perselisihan pemutusan 

hubungan kerja agar penerapan dalam Undang-undang 

ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak. 

Untuk para pekerja diperlukan pemahaman mengenai syarat dan 

prosedur pemutusan hubungan kerja yang benar agar bisa 

mendapatkan kepastian hukum dalam hal pemutusan hubungan 

kerja. Untuk para pengusaha juga diperlukan pengetahuan dan 

pemahaman dalam membuat perjanjian yang sesuai dengan 
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ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan, agar tidak menyalahi 

aturan yang sudah ada.  

2. Terhadap para pengusaha agar perselisihan pemutusan hubungan 

kerja tidak berkepanjangan dan cepat selesai tanpa harus sampai 

diselesaikan pada pengadilan hubungan industrial (litigasi), 

sebaiknya melakukan itikad baik kepada pekerja/buruh karena itu 

sudah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh 

pekerja/buruh dan untuk pemberian uang pesangon sudah 

merupakan kewajiban daripada pengusaha.  
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